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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian pemapaan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh
anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutakan
hak-hak anak harus terpenuhi, dalam penyelesaian tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, pemerintah membentuk aturan secara khusus
mengenai perlindungan anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk mengadili
anak yang melakukan tindak pidana, mekanismenya semua diatur dalam
suatu undang-undang secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa di singkat
dengan UU SPPA. Selain dari kedua peraturan tersebut pemberlakuan
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetap berlaku,
hal ini sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yaitu
dengan menggunkan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.

2. Dalam pelaksanaannya mekanisme penyelesaian tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Selong Lombok Timur,
belum sepenuhnya sempurna dan berjalan secara optimal karena penyidik

yang mengikuti pelatihan secara khusus hanya 3 (tiga) orang saja
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sedangkan jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak meningkat
setiap tahunnya. Selain itu mengenai diversi dalam mekanisme nya belum
sepenuhnya juga terlaksana karena adanya faktor dari lingkungan dan
keluarga sehingga tidak dapat terlaksana secara penuh.
B. Saran
Berdasarkan hasil dari pemaparan dari pembahasan dan penelitian yang
dilakukan oleh penyusun, Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, adalah
sebagai berikut :

1. Perlunya ada pelatihan secara khusus terhadap penyidik kepolisian di Unit
PPA Polres Selong Lombok Timur untuk meningkatkan Sumber Daya
Manusia, sehingga dapat dengan mudah dalam melakukan penyidikan agar
lebih efektif dan efisien.

2. Pemerintah perlu melakukan upaya peraturan mengenai diversi terhadap
anak yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun penjara.

3. Masyarakat dan pihak kepolisian serta pihak lainnya dapat memberikan
sosialisasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik yang
bertujuan untuk mengurangi terjadinya tingkat penganiayaan yang

dilakukan oleh anak.
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